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BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK,

	Menimbang :              
	a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut  dengan  Peraturan Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi Dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah; 
c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Pegunungan Arfak untuk     melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

	
	
	

	Mengingat :
	1.
	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	
	2.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);                         

	
	3.

	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233);

	
	4.
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

	
	5.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 


	
	6.
7.

8. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor          6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
dan

BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK 
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
BAB I 
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Arfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan  pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Arfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pengunungan Afrak.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi  wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yg mempunyai hak & kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan  bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu  yg  selanjutnya  disingkat  PBJT  adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik  secara  langsung  maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dida-lam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
34. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam  dan/atau  di  permukaan  bumi untuk dimanfaatkan.
35. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang  selanjutnya  disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat  SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dankewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang. 

41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. 

42. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. 
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun  dan  mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
48. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Bangungan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

54. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

55. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 

56. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 

57. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 

58. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara. 

59. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya. 

60. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

61. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian 

BAB II 
PAJAK

Bagian Kesatu 

Jenis Pajak
Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;
1.Makanan dan/atau Minuman; 

2.Tenaga Listrik;
3.Jasa Perhotelan;
4.Pajak Parkir; dan
5.Jasa Kesenian dan Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.
(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf f, merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 3
(1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah. 
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka  alam,  hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan  yang  dikuasai  oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
Pasal 4
(1) Subjek PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
Pasal 5
(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah Kabupaten.
(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten
(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 7
(1)  Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun;
b. Untuk NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
(2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
b. Untuk NJOP lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar  0,12% (nol koma satu dua) per tahun.
Pasal 8
(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
Pasal 9
(1) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2
(2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah Kabupaten tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: 
a.
laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan

b.
Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10
(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBB–P2 diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2
BPHTB

Pasal 12
(1) Objek BPHTB yakni Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha,; atau
13. hadiah. ; dan
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.
(4) Dikecualikan dari Objek BPHTB yakni perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik Negara, barang milik Daerah, barang milik Desa;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. oleh badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Pasal 13
(1) Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan  yang  memperoleh  Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Pasal 14
(1) Dasar pengenaan BPHTB yakni nilai perolehan objek Pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar;
c. nilai pasar untuk hibah;
d. nilai pasar untuk hibah wasiat;
e. nilai pasar untuk waris;
f. nilai pasar untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
g. nilai pasar untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
h. nilai pasar untuk peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
j. nilai pasar untuk pemberian hak baru atas tanah di  luar  pelepasan hak;
k. nilai pasar untuk penggabungan usaha;
l. nilai pasar untuk peleburan usaha;
m. nilai pasar untuk pemekaran usaha;
n. nilai pasar untuk hadiah; dan
o. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang  digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk  suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 15
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Pasal 16
(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5).
(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh  penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual  beli  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli  yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan: 
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau 
b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud. 
(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 17
BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.
Pasal 18
Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 19
(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/NotarisWajib:

a.
Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan

b.
melaporkkan pembuatan akta tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh bulan berikutnya.

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a.
denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b.
denda sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a.
Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib BPHTB, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b.
melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(6) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 
(7) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BPHTB diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
PBJT
Pasal 21
Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi  barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. makanan dan/atau minuman;
b. tenaga listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
Pasal 22
(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi,  dan/atau  peralatan  makan dan minum;
b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:
a. peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) per bulan;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
Pasal 23
(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b  yakni penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
(2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh
instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
Pasal 24

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan antara lain: 

a.  hotel; 

b. hostel
c. vila; 

d. pondok wisata; 

e. motel; 

f. losmen; 

g. wisma pariwisata; 

h. pesanggrahan; 

i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage; 

j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.
(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; 

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;  

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. 

Pasal 25
(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
(2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c.   jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.
Pasal 26
(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21  huruf  e meliputi:
a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tarian adat, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. kontes binaraga;

e. pameran;

f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

h. permainan ketangkasan;

i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; 
(2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan  Hiburan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian  dan  Hiburan  yang  semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran. 
Pasal 27
(1) Subjek PBJT yakni konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
Pasal 28
(1) Dasar Pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.
(2) Dasar Pengenaan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yakni Nilai jual tenaga listrik.
(3) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal:
a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakainan kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar, atau  jumlah  pembelian  token listrik untuk pra bayar;
b. tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunanaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
(4) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
(5) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir yakni jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara jasa parkir.
(6) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma–cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
(7) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaran jasa kesenian dan hiburan.
Pasal 29
(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
(3) Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
b. selain pagelaran kesenian tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf a  ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 30
Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31
PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
Pasal 32
Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBJT diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pajak Reklame
Pasal 34
(1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Reklame  papan/billboard/videotron/megatron;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/slide; dan
i. Reklame peragaan.
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau  profesi  yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
Pasal 35
(1) Subjek Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame yakni orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
Pasal 36
(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yakni nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 37
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
Pasal 39
(1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
(2) Khusus untuk Reklame  berjalan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
Pasal 40
Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Pajak Air Tanah
Pasal 42
(1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat;
e. keperluan keagamaan;
f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
g. pengambilan dan/atau Pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang tidak akan dikomersilkan.
Pasal 43
(1) Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Pasal 44
(1) Dasar Pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  yakni hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
(3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
Pasal 45
Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
Pasal 46
Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 47
PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

Pasal 48
Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
Pasal 49
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PAT diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Pajak MBLB
Pasal 50
(1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa.  talk;
ab. tanah serap (fullers earth);
ac.  tanah diatom;
ad.  tanah  liat;
ae. tawas (alum);
af.  tras;
ag. yarosit;
ah.   zeolit;
ai. basal;
aj. trakhit;
ak. belerang;
al. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
Pasal 51
(1) Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
Pasal 52
(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
Pasal 53
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
Pasal 54
Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
Pasal 55
Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
Pasal 56
Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pajak MBLB diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 7
Opsen PKB
Pasal 58
Objek Opsen PKB adalah PKB terutang

Pasal 59
(1) Subjek pajak untuk Opsen PKB merupakan Subjek PKB 
(2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib PKB 
(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari PKB.
Pasal 60
Dasar pengenaan untuk  Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 61
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 62
(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. 

(3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar. 

Paragraf 8
Opsen BBNKB
Pasal 63
Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang

Pasal 64
(1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB. 
(2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB. 
(3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.
Pasal 65
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
Pasal 66
Tarif untuk Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak yang terutang.
Pasal 67
(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66. 

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB
(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Opsen diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 68
(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 69
(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

a. 
penanaman pohon;

b. 
pembuatan lubang atau sumur resapan;

c. 
pelestarian hutan atau pepohonan; dan

d. 
pengelolaan limbah.

BAB III 
RETRIBUSI
Bagian Kesatu 
Jenis Retribusi
Pasal 70
Jenis retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
Bagian Kedua 
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 
Umum
Pasal 71
(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. pelayanan pasar.
(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan. 

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan
(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. 

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan
Pasal 72
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 73
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan yakni orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kesehatan. 
Pasal 74
Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 75
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.
Pasal 76
(1) Tarif Retribusi pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan
Pasal 77
(1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang diselenggarankan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
Pasal 78
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan yakni orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan kebersihan. 
Pasal 79
Besaran Retribusi Pelayanan Kebersihan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 80
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan.
(2) Tingkat penggunaan pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis  pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
Pasal 81
(1) Tarif Retribusi pelayanan kebersihan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 82
(1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c yakni penyediaan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Subjek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat/menikmati jasa pelayanan parkir di  tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Pasal  83
Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal  84
(1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu        pemakaian tempat parkir;
(3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

(4) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.

(5) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.

Pasal 85
(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5 
Pelayanan Pasar
Pasal 86
Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d yakni penyediaan pelayanan pasar rakyat berupa pelataran, los, dan kios yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
Pasal 87
(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan pasar. 
Pasal 88
Besaran Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 89
(1) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan pasar.
(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar
Pasal 90
(1) Tarif retribusi pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 91
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 92
Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pasal 77, Pasal 82, Pasal 86 tercantum dalam Lampiran  I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga 
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1 
Umum
Pasal 93
(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,  pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten; dan
i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.
(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. 

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan   pihak swasta.
Paragraf 2
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Pasal 94
(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang  pribadi  atau badan yang menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yakni orang  pribadi  atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha. 
Pasal  95
Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 96
(1) Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Kegiatan  Usaha  berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar lokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.
Pasal 97
(1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan
Pasal 98
(1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b yakni pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan Pemerintah Kabupaten.
(2) Termasuk objek retribusi sebagaimana ayat (1) yakni tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
Pasal 99
(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten. 
(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.
Pasal 100
Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak,  Hasil  Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 101
(1) Tingkat penggunaan jasa atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan jumlah penggunaan yang dijadikan  dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

(2) Tingkat penggunaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan  dengan ketentuan penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;

Pasal 102
(1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
Pasal 103
Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c yakni pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 
Pasal 104
(1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
Pasal 105
Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir  di  Luar  Badan  Jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 106
(1) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar  Badan Jalan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.
Pasal 107
(1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 5
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
Pasal 108
(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Wajib
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni  orang pribadi atau Badan yang
 menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
Pasal 109
Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 110
(1) Tingkat Penggunaan jasa Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
Pasal 111
(1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 6
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
Pasal 112
(1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf e yakni pelayanan rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten 
(2) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
Pasal 113
Besaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
Pasal 114
(1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka  waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan
Pasal 115
(1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 7
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga
Pasal 116
(1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah 
(2) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
Pasal 117
Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 118
(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
Pasal 119
(1) Tarif retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 8

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di Air 
Pasal 120
(1) Obyek retribusi penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan  di  air sebagaimana di maksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g yakni pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau  di Kelola oleh pemerintah Kabupaten 
(2) Subjek Retribusi Penyeberangan di bawah air yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air  yang dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah Kabupaten.

(3) Wajib Retribusi penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas penyeberangan di  air yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.
Pasal 121
Besaran Retribusi Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 122
(1) Tingkat penggunaan jasa atas Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah untuk menyelenggarakan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air.
Pasal 123
(1) Tarif retribusi Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air  merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air  diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 9
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
Pasal 124
(1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf h yakni penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten. 
Pasal 125
Besaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 126
(1) Tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan  penjualan produksi usaha Daerah diukur    berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah

Pasal 127
(1) Tarif retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 10
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pasal 128
(1) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf i yakni pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau  Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah. 
(3) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang  pribadi  atau  Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemanfaatan aset darah. 
Pasal 129
Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 130
(1) Tingkat penggunaan jasa Pemanfaatan Aset merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa Pemanfaatan Aset Daerah.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah
Pasal 131
(1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset  Daerah  Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 11
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 132
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 133
Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 98, Pasal 103, Pasal 108, Pasal 112, Pasal 116, Pasal 120, Pasal 124 dan Pasal 128 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 134

(1)  Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerahberupa: 

a.
sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun; 

b.
kerja sama pemanfaatan; 

c.
bangun guna serah atau bangun serah guna; atau 

d.
kerja sama penyediaan infrastruktur.

(2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah. 

(3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(4) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Paragraf 1
 Umum
Pasal 135
(1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:
a. persetujuan bangunan gedung; dan
b. penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung
Pasal 136
(1) Objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a yakni pelayanan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah meliputi:
a. penerbitan PBG dan SLF bangunan gedung;
b. penerbitan PBG prasarana bangunan gedung; dan
(2) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
a. pembangunan baru;
b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi bangunan gedung;
2. perubahan lapis bangunan gedung;
3. perubahan luas bangunan gedung;
4. perubahan tampak bangunan gedung;
5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan  pekerjaan perawatan.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, atau bangunan  yang  memiliki fungsi keagamaan.
Pasal 137
(1) Subjek Retribusi PBG yakni orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG, SLF dan pelayanan lainnya dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Wajib Retribusi PBG yakni orang pribadi atau badan yang menurut   peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan PBG, SLF dan pelayanan lainnya dari Pemerintah Kabupaten.
Pasal 138
Besaran Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan tarif retribusi.
Pasal 139
(1) Tingkat penggunaan  jasa atas PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan PBG.
(2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas formula untuk
a. Bangunan Gedung; dan
b. Prasarana Bangunan Gedung.
(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas
a. Luas Total Lantai; 
b. Indeks Lokalitas; 
c. Indeks Terintegrasi; dan 
d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Volume; 
b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 
c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
Pasal 140
(1) Tarif retribusi PBG merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Tarif retribusi PBG merupakan harga satuan retribusi PBG.
(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 141
(1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b yakni pemberian pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan  jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Pasal 142
Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni pemberi kerja tenaga  kerja asing.

Pasal 143
Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yakni orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Pasal 144
Besaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Pasal 145
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan jumlah tenaga kerja asing yang digunakan.
Pasal 146
(1) Tarif retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
(3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 4
Struktur dan Besaran Tarif

Pasa 147
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung. 
(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
Pasal 148
Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima 
Peninjauan Tarif
Pasal 149
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
(4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam 
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 150
(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 151
(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
(3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
Pasal 152
(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan        umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
f. pemeriksaan Pajak;
g. penagihan Pajak dan Retribusi;
h. keberatan;
i. gugatan;
j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.
BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 153
(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. 

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan: 

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

b. 
kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. 
untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau 

e. 
untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati  sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor: 

a. 
kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir; 

b. 
kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 

c. 
kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau 

d. 
faktor lain yang ditentukan oleh Bupati. 

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. 

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. 

Pasal 154
(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD. 

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 155
(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain. 

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3) dan ayat (5) 

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 156
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. 

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 157
(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa: 

a. 
perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau 

b. 
pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak. 

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati  secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. 

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati. 

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: 

a. 
menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 

b. 
menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau 

c. 
menolak permohonan Wajib Pajak. 

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. 

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: 

a. 
bencana alam; 

b. 
kebakaran; 

c. 
kerusuhan massal atau huru-hara; 

d. 
wabah penyakit; dan/atau 

e. 
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 158
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) yakni:
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 
BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pasal 159
(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 160
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; 

c.    meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

e.    melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f.    meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

g.    menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; 

i.    memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j.    menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana 

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 161
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Pasal 162
Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. 

Pasal 163
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 
Pasal 164
Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 165
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Pasal 163, dan Pasal 164 merupakan pendapatan negara.
Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 166
(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi. 

Pasal 167
(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
(2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
(3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD. 

(5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure). 

(6) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: 

a. bencana alam; 

b. kebakaran; 

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 168
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum di selesaikan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini.
b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. 

c. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.
d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
e. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak dan Retribusi Daerah terutang.
f. Peraturan Pelaksanaan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih tetap berlaku sampai dengan di tetapkannya peraturan bupati yang baru.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 169
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 170
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam;
d. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan;
e. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Trayek;
f. Peraturan Daerah Nomor  20 Tahun 2018 tentang Pajak hotel/penginapan
g. Peraturan Daerah Nomor 21 TahuN 2018 tentang pajak reklame
h. Peraturan Daerah Nomor 22 TahuN 2018 tentang Pajak restoran
i. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang retribusi izin gangguan.
j. Peraturan Daerah Nomor 24TahuN 2018 tentang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
k. Peraturan Daerah Nomor 25 TahuN 2018 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.
l. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga
m. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2018 tentang retribusi terminal
n. Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009,
di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 171
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

\
Pasal 172
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak.
Ditetapkan di Ullong 
pada tanggal, 29 Desember 2023








BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK

                                                                               CAP/TTD









 YOSIAS SAROY
Diundangkan di Ullong Pada 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,
                                       CAP/TTD
                      EVER DOWANSIBA,S.IP,M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2023 NOMOR 97
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
I. UMUM
Pajak dan Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi daerah dan kemampuan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam hal ini telah memiliki regulasi mengenai Pajak dan Retribusi yang tersebar dalam berbagai Peraturan Daerah. Sampai dengan tahun 2023, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dalam prakteknya, pengaturan Pajak dan Retribusi masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan diantaranya: basis Pajak masih terbatas; beberapa pengaturan Retribusi diantaranya merupakan pungutan atas layanan publik yang pada dasarnya wajib disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga apabila tetap dipungut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) bagi masyarakat; serta terdapat beberapa norma yang dalam pelaksanaanya mengalami hambatan karena beririsan dengan peraturan perundang-undangan lain, sehingga menimbulkan multi intepretasi di lapangan. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mencabut beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manokwari perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan Pajak dan Retribusi diantaranya adalah restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, serta penyederhanaan jenis Retribusi. 
Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk: (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan pemungutan Opsen. Opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. 

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. 

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain: jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi, serta insentif pemungutan Pajak dan Retribusi. 

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan. serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan  Undang- Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
II PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 2
	


	
	Ayat (1) huruf g

	
	Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Huruf g, tidak dapat di pungut karena:
a. Potensinya Kurang Memadai, dan 
b. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

	Pasal 3
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 4
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 5
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 6
	

	
	Ayat (2) huruf a

	
	Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

	
	 Ayat (2) huruf b

	
	Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

	
	Ayat (2) huruf c

	
	 Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:
1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2.   NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3.    NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

	Pasal 7
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 8
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 9
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 10
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 11
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 12
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 13
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 14
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 15
	

	
	Cukup Jelas



	Pasal 16
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 17
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 18
	

	
	Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.  Sebagai contoh, Bupati atau Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.


	Pasal 19
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 20
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 21
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 22
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 23
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 24
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 25
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 26
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 27
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 28
	

	
	 Ayat (3) huruf b

	
	Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

	Pasal 29
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 30
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 31
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 32
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 33
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 34
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 35
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 36
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 37
	

	
	Cukup Jelas



	Pasal 38
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 39
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 40
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 41
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 42
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 43
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 44
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 45
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 46
	

	
	Cukup Jelas



	Pasal 47
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 48
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 49
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 50
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 51
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 52
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 53
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 54
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 55
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 56
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 57
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 58
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 59
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 60
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 61
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 62
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 63
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 64
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 65
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 66
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 67
	

	
	 Contoh Penghitungan:
1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 = Rp 24.000.000,00.
b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24.000.000,00 = Rp15.840.000,00.
Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2.     Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
a. PKB terutang = 1% x Rp300.000.000,00 = Rp 3.000.000,00.
b.    Opsen PKB terutang = 66% x Rp3.000.000,00 = Rp1.980.000,00.
Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

	Pasal 68
	

	
	Ayat 1

	
	· Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
· Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
· Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

	Pasal 69
	

	
	Ayat 3

	
	Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur                          penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
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	Cukup Jelas

	Pasal 71
	

	
	Ayat 4

	
	Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan  sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
                   Perda PDRD:
1.   objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
                        Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelaynan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagai berikut:
                   Peraturan Bupati:
1.  objek etribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

	Pasal 72
	

	
	Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas

	Pasal 78
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 79
	

	
	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas

	Pasal 82
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 83
	

	
	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas

	Pasal 89
	

	
	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas

	Pasal 91
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 92
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 93
	

	
	Ayat 4

	
	Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati  dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas

	Pasal 96
	

	
	Cukup jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas

	Pasal 101
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 102
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 103
	

	
	Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

	Pasal 104
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 105
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 106
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 107
	

	
	Cukup Jelas

	Pasal 108
	

	
	 Ayat 1

	
	Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas

	Pasal 116
	

	
	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas

	Pasal 122
	


	
	Cukup Jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas

	Pasal 130
	

	
	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas

	Pasal 136
	

	
	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup Jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas

	Pasal 165
	

	
	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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	Cukup jelas
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA UMUM
I. Retribusi Pelayanan Kesehatan
A. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARIF

	
	
	Jasa Sarana
	Jasa Medis
	Jumlah

	1
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.1 MIKROBIOLOGI
	 
	 
	 

	1
	Air Bacteriology MPN
	360.000
	240.000
	600.000

	 
	include:
	 
	 
	 

	 
	- Test Perkiraan
	 
	 
	 

	 
	-Test Penegasan(Coliform dan E. coli)
	 
	 
	 

	 
	1.2 KIMIA
	 
	 
	 

	 
	FISIKA /LAPANGAN
	 
	 
	 

	1
	Bau
	30.000
	20.000
	50.000

	2
	Rasa
	30.000
	20.000
	50.000

	3
	Temperatur
	42.000
	28.000
	70.000

	4
	Warna
	42.000
	28.000
	70.000

	5
	Kekeruhan
	42.000
	28.000
	70.000

	6
	Zat Padat Terlarut (TDS)
	42.000
	28.000
	70.000

	 
	KIMIA ANORGANIK BUKAN LOGAM
	 
	 
	 

	7
	pH
	42.000
	28.000
	70.000

	8
	Aluminium (AL)
	48.000
	32.000
	80.000

	9
	Ammonia,Free(NH3-N)
	60.000
	40.000
	100.000

	10
	Ammonia,Total(NH3-N)
	60.000
	40.000
	100.000

	11
	Chloride (CI)
	48.000
	32.000
	80.000

	12
	Chlorine, Free(CI)
	48.000
	32.000
	80.000

	13
	Chlorine, Total (Cl2)
	48.000
	32.000
	80.000

	14
	Cyanide (CN)
	60.000
	40.000
	100.000

	15
	Fluorida (F)
	48.000
	32.000
	80.000

	16
	Nitrate (NO3-N)
	54.000
	36.000
	90.000

	17
	Nitrite (NO2-N)
	48.000
	32.000
	80.000

	18
	Phosphate(PO4-P)
	54.000
	36.000
	90.000

	19
	Sulfate(SO4)
	48.000
	32.000
	80.000

	 
	KIMIA ANORGANIK LOGAM(TERLARUT/TOTAL)
	 
	 
	 

	20
	Arsen (As)
	72.000
	48.000
	120.000

	21
	Cadmium(Cd)
	54.000
	36.000
	90.000

	22
	Calcium (Ca)
	54.000
	36.000
	90.000

	
	
	
	
	

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARIF

	
	
	Jasa Sarana
	Jasa Medis
	Jumlah

	23
	Chromium(Cr val 6)
	54.000
	36.000
	90.000

	24
	Cobalt(Co)
	54.000
	36.000
	90.000

	25
	Copper(Cu)
	54.000
	36.000
	90.000

	26
	Iron (Fe)
	48.000
	32.000
	80.000

	27
	Lead(Pb)
	54.000
	36.000
	90.000

	28
	Magnesium (Mg)
	72.000
	48.000
	120.000

	29
	Manganese(Mn)
	72.000
	48.000
	120.000

	30
	Mercury(Hg)
	78.000
	52.000
	130.000

	31
	Natrium (Na)
	54.000
	36.000
	90.000

	32
	Nickel ( Ni)
	60.000
	40.000
	100.000

	33
	Potassium (K)
	60.000
	40.000
	100.000

	34
	Salenium ( Se )
	60.000
	40.000
	100.000

	35
	Zinc(Zn)
	60.000
	40.000
	100.000

	 
	1.3. PATOLOGI KLINIK
	 
	 
	 

	 
	a. Hematologi
	 
	 
	 

	 
	Sederhana
	 
	 
	 

	37
	Darah Rutin (Hb, lekosit, Diff Count, LED)
	30.000
	20.000
	50.000

	38
	Haemoglobin/Hb manual
	12.000
	8.000
	20.000

	39
	LED/BBS
	12.000
	8.000
	20.000

	40
	Hitung Jumlah Leukosit, Mikroskopis
	12.000
	8.000
	20.000

	41
	Hitung Jumlah Erithrosit, Mikroskopis
	12.000
	8.000
	20.000

	42
	Hitung Jumlah Trombosit
	12.000
	8.000
	20.000

	43
	Hitung Jumlah eosinofil
	12.000
	8.000
	20.000

	44
	Hitung Jumlah Retikulosit
	12.000
	8.000
	20.000

	45
	Hemoglobin eritrosit rata-rata/HER Perhitungan
	12.000
	8.000
	20.000

	46
	Konsentrasi Hb Eritrosit rata-rata/KHER Perhitungan
	12.000
	8.000
	20.000

	47
	Volume Eritrosit rata-rata/VER, Perhitungan
	12.000
	8.000
	20.000

	48
	Konsentrasi Hb Eritrosit
	12.000
	8.000
	20.000

	49
	Lekosit Hitung Jenis (Diff Count)
	12.000
	8.000
	20.000

	50
	Hematokrit
	12.000
	8.000
	20.000

	51
	Waktu Perdarahan/pembekuan
	24.000
	16.000
	40.000

	52
	Masa Perdarahan
	12.000
	8.000
	20.000

	53
	Masa Pembekuan
	12.000
	8.000
	20.000

	 
	Sedang
	 
	 
	 

	54
	Darah lengkap analyser > 6 parameter
	42.000
	28.000
	70.000

	55
	Darah lengkap analyser<6 parameter
	36.000
	24.000
	60.000

	56
	Hematokrit
	12.000
	8.000
	20.000

	57
	Hemoglobin
	12.000
	8.000
	20.000

	58
	Hlitung Jumlah Eosinovil
	12.000
	8.000
	20.000

	59
	Hitung Jumlah Eritrosit
	12.000
	8.000
	20.000

	60
	Hitung Jumlah Lekosit
	12.000
	8.000
	20.000

	61
	Hitung Jumlah Reticulosit
	12.000
	8.000
	20.000

	62
	Hitung Jumlah Trombosit
	12.000
	8.000
	20.000

	63
	Hemoglobin eritrosit rata-rata/HER
	12.000
	8.000
	20.000

	64
	Konsentrasi Hb Eritrosit rata-rata/KHER
	12.000
	8.000
	20.000

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARIF

	
	
	Jasa Sarana
	Jasa Medis
	Jumlah

	65
	Lekosit Hitung Jenis (Diff Count)
	12.000
	8.000
	20.000

	66
	Volume Eritrosit rata-rta/VER
	12.000
	8.000
	20.000

	 
	Tinggi
	 
	 
	 

	67
	Morfologi Cell/Gambaran Darah Tepi
	48.000
	32.000
	80.000

	 
	b. Pemeriksaan Urine
	 
	 
	 

	 
	Sederhana
	 
	 
	 

	68
	Fisik:volume, bau, warna, kekeruhan
	6.000
	4.000
	10.000

	69
	pH
	6.000
	4.000
	10.000

	70
	Darah samar
	6.000
	4.000
	10.000

	71
	Protein Bence Jones (reaksi)
	6.000
	4.000
	10.000

	72
	Protein kualitatif/semi kuantitatif
	6.000
	4.000
	10.000

	73
	Protein penetapan kuantitatif/Esbach
	6.000
	4.000
	10.000

	74
	Glukosa, Urine (reaksi)
	6.000
	4.000
	10.000

	75
	Nitrit
	6.000
	4.000
	10.000

	76
	Analisa Batu
	18.000
	12.000
	30.000

	77
	Carik celup urine
	12.000
	8.000
	20.000

	78
	Analisa Sperma
	18.000
	12.000
	30.000

	79
	Urine Lengkap
	18.000
	12.000
	30.000

	80
	Urine Sediment
	12.000
	8.000
	20.000

	81
	Bilirubin urine
	12.000
	8.000
	20.000

	82
	Urobilin urine
	12.000
	8.000
	20.000

	83
	Urobilinogen
	12.000
	8.000
	20.000

	84
	Keton urine
	12.000
	8.000
	20.000

	 
	c.Kimia Darah
	 
	 
	 

	 
	Sedang
	 
	 
	 

	85
	Gula darah Puasa
	18.000
	12.000
	30.000

	86
	Gula darah 2 Jam PP
	18.000
	12.000
	30.000

	87
	Gula darah Sewaktu
	18.000
	12.000
	30.000

	88
	Bilirubin Total
	18.000
	12.000
	30.000

	89
	Bilirubin Direct dan Indirect
	24.000
	16.000
	40.000

	90
	SGPT
	24.000
	16.000
	40.000

	91
	SGOT
	24.000
	16.000
	40.000

	92
	Albumin
	24.000
	16.000
	40.000

	93
	Globulin
	24.000
	16.000
	40.000

	94
	Protein Total
	24.000
	16.000
	40.000

	95
	Alkali pospatase
	24.000
	16.000
	40.000

	96
	Uric Acid
	24.000
	16.000
	40.000

	97
	Ureum(BUN)
	24.000
	16.000
	40.000

	98
	Creatinin
	24.000
	16.000
	40.000

	99
	Lipid Total
	24.000
	16.000
	40.000

	100
	Kholesterol
	24.000
	16.000
	40.000

	101
	HDL Kholesterol
	30.000
	20.000
	50.000

	102
	LDL Kholesterol
	30.000
	20.000
	50.000

	103
	Trigliserid
	21.000
	14.000
	35.000

	104
	Gama GT
	24.000
	16.000
	40.000

	105
	Calsium (Ca)
	24.000
	16.000
	40.000

	106
	Kalium (K)
	24.000
	16.000
	40.000

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARIF

	
	
	Jasa Sarana
	Jasa Medis
	Jumlah

	107
	Chlorida
	24.000
	16.000
	40.000

	108
	Magnesium (Mg)
	24.000
	16.000
	40.000

	109
	Natrium (Na)
	24.000
	16.000
	40.000

	110
	Phosphat An Organik
	24.000
	16.000
	40.000

	111
	Cholinesterase
	24.000
	16.000
	40.000

	112
	Creatinin Kinasi MB (CKMB)
	24.000
	16.000
	40.000

	113
	Laktat Dehidrogenase/LDH
	24.000
	16.000
	40.000

	114
	TIBC
	24.000
	16.000
	40.000

	 
	d. Immuno Serologi
	 
	 
	 

	 
	Sederhana
	 
	 
	 

	115
	Anti Stertolysin O (ASTO)
	36.000
	24.000
	60.000

	116
	Anti Stertolysin O (ASTO) TITER
	108.000
	72.000
	180.000

	117
	Rhematoid Factor
	36.000
	24.000
	60.000

	118
	Rhematoid Factor TITER
	108.000
	72.000
	180.000

	119
	Test Kehamilan
	18.000
	12.000
	30.000

	 
	Sedang
	 
	 
	 

	120
	Anti HBC (anti Hepatitis B)
	84.000
	56.000
	140.000

	121
	Anti HBe (Anti Hepatitis Be)
	108.000
	72.000
	180.000

	122
	Anti Hbs ELFA
	84.000
	56.000
	140.000

	123
	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)
	90.000
	60.000
	150.000

	124
	Anti HIV Makro Elisa
	84.000
	56.000
	140.000

	125
	Anti HIV Mikro Elisa
	84.000
	56.000
	140.000

	126
	Anti HIV Rapid (Anti Human Imun Virus)
	84.000
	56.000
	140.000

	127
	Cytomegallovirus (CMV) IgG
	84.000
	56.000
	140.000

	128
	Cytomegallovirus (CMV) IgM
	84.000
	56.000
	140.000

	129
	C-Reaktif Protein (CRP)
	36.000
	24.000
	60.000

	130
	C-Reaktif Protein (CRP) TITER
	108.000
	72.000
	180.000

	131
	Dengue Blot lgG
	90.000
	60.000
	150.000

	132
	Dengue Blot lgM
	90.000
	60.000
	150.000

	133
	Hbe Ag (Hepatitis Be Ag)
	108.000
	72.000
	180.000

	134
	Hepatitis B Rapid
	84.000
	56.000
	140.000

	135
	Hepatitis B ELFA
	84.000
	56.000
	140.000

	136
	Leptospirosis
	48.000
	32.000
	80.000

	137
	Paket TORCH
	540.000
	360.000
	900.000

	138
	Rubella lgG
	84.000
	56.000
	140.000

	139
	Rubella IgM
	84.000
	56.000
	140.000

	140
	Treponema Pallidum Haemaglutination (TPHA)
	24.000
	16.000
	40.000

	141
	TPHA-TITER
	72.000
	48.000
	120.000

	142
	B.HcG
	60.000
	40.000
	100.000

	143
	Toxoplasma lgG
	84.000
	56.000
	140.000

	144
	Toxoplasma IgM
	84.000
	56.000
	140.000

	145
	Veneral Desease Research Laboratory (VDRL)/RPR
	36.000
	24.000
	60.000

	146
	Test Widal
	36.000
	24.000
	60.000

	 
	Tinggi
	 
	 
	 

	147
	HIV RIA (Human Imun Virus RIA)
	336.000
	224.000
	560.000

	148
	PAP TB-TB EIA
	84.000
	56.000
	140.000

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARIF

	149
	PCR
	540.000
	360.000
	900.000

	150
	T3
	84.000
	56.000
	140.000

	151
	T3 Uptake
	84.000
	56.000
	140.000

	152
	T4
	84.000
	56.000
	140.000

	153
	Thyreoid Stimulan Hormon (TSH)
	84.000
	56.000
	140.000

	154
	Toxoplasma (Metode fat)
	360.000
	240.000
	600.000

	 
	MIKROBIOLOGI
	 
	 
	 

	 
	a. Parasitologi
	 
	 
	 

	 
	Sederhana
	 
	 
	 

	155
	Candida
	12.000
	8.000
	20.000

	156
	Jamur Subcutan
	12.000
	8.000
	20.000

	157
	Jamur superficial
	12.000
	8.000
	20.000

	158
	Mikrofilaria
	12.000
	8.000
	20.000

	159
	Plasmodium spp (Malaria)
	12.000
	8.000
	20.000

	160
	Sarcoptes scabei
	12.000
	8.000
	20.000

	161
	Scistosoma sp
	12.000
	8.000
	20.000

	162
	Telur Cacing/Amuba
	12.000
	8.000
	20.000

	163
	Trichomonas
	12.000
	8.000
	20.000

	 
	Sedang
	 
	 
	 

	164
	Candida Spp
	48.000
	32.000
	80.000

	165
	Jamur Sistemik
	48.000
	32.000
	80.000

	166
	Jamur Subentan
	48.000
	32.000
	80.000

	167
	Jamur Superfical
	48.000
	32.000
	80.000

	168
	Sel ragi / Yeast
	48.000
	32.000
	80.000

	169
	Trichomonas spp
	30.000
	20.000
	50.000

	 
	b. Bakteriologi
	 
	 
	 

	 
	Mikroskopis/Sederhana
	 
	 
	 

	170
	Neisseria gonorrhoeae
	12.000
	8.000
	20.000

	171
	Mycobacterium Tuberculosis
	12.000
	8.000
	20.000

	 
	Sedang
	 
	 
	 

	 
	Biakan/Kultur
	 
	 
	 

	172
	Acinetobacter spp
	30.000
	20.000
	50.000

	173
	Aeromonas spp
	30.000
	20.000
	50.000

	174
	Angka Kuman Khusus
	48.000
	32.000
	80.000

	175
	Angka Kuman Umum
	36.000
	24.000
	60.000

	176
	Branhamella spp
	30.000
	20.000
	50.000

	177
	Citrobacter spp
	30.000
	20.000
	50.000

	178
	Edwasiella spp
	15.000
	10.000
	25.000

	179
	Enterobacter spp
	15.000
	10.000
	25.000

	180
	Enterococcus
	30.000
	20.000
	50.000

	181
	Erysipelothrix rusioppathalae
	30.000
	20.000
	50.000

	182
	Klebsiella spp
	30.000
	20.000
	50.000

	183
	Kultur MO
	72.000
	48.000
	120.000

	184
	Kultur TBC
	60.000
	40.000
	100.000

	185
	Makanan/Minuman paket
	300.000
	200.000
	500.000

	186
	Neisseria Gonorrhoea
	60.000
	40.000
	100.000

	187
	Pesudomonas spp
	60.000
	40.000
	100.000

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARIF

	
	
	Jasa Sarana
	Jasa Medis
	Jumlah

	188
	Proteus spp
	60.000
	40.000
	100.000

	189
	Providentia spp
	60.000
	40.000
	100.000

	190
	Salmonella spp
	60.000
	40.000
	100.000

	191
	Serratia spp
	60.000
	40.000
	100.000

	192
	Shigella spp
	60.000
	40.000
	100.000

	193
	Staphylococcus spp
	60.000
	40.000
	100.000

	194
	Sterility Test
	60.000
	40.000
	100.000

	195
	Streptococcus spp
	60.000
	40.000
	100.000

	196
	Vibrio NAG
	60.000
	40.000
	100.000

	197
	Vibrio parahaemolyticus
	60.000
	40.000
	100.000

	198
	Vibro Cholera
	60.000
	40.000
	100.000

	199
	Kultur TBC
	60.000
	40.000
	100.000

	 
	Tinggi
	 
	 
	 

	200
	Resistensi MO
	48.000
	32.000
	80.000

	201
	Resistensi TBC
	48.000
	32.000
	80.000

	 
	KIMIA
	 
	 
	 

	 
	a. Toxicologi
	 
	 
	 

	 
	Sederhana
	 
	 
	 

	202
	Etanol (reaksi warna)
	12.000
	8.000
	20.000

	203
	Fenol (reaksi)
	12.000
	8.000
	20.000

	204
	Karbon Monoksida (CO)
	12.000
	8.000
	20.000

	205
	Metil alcohol
	12.000
	8.000
	20.000

	206
	Nitrat (NO3-N)
	12.000
	8.000
	20.000

	207
	Nitrit (NO2-N) (reaksi warna)
	12.000
	8.000
	20.000

	208
	Sianida (Cn),reaksi
	12.000
	8.000
	20.000

	209
	Sulfida (S), reaksi
	12.000
	8.000
	20.000

	 
	Sedang
	 
	 
	 

	 
	Spektrofotometri
	 
	 
	 

	210
	Alkohol
	12.000
	8.000
	20.000

	211
	Anabolik steroid
	24.000
	16.000
	40.000

	212
	Analgetik Antipiretik
	24.000
	16.000
	40.000

	213
	Anti Malaria
	24.000
	16.000
	40.000

	214
	Antidepresi
	24.000
	16.000
	40.000

	215
	Antihistamin
	24.000
	16.000
	40.000

	216
	Antipsikotropika (Spektrofotometri)
	24.000
	16.000
	40.000

	217
	Antireumatik (Spektrofotometri)
	24.000
	16.000
	40.000

	218
	Antiseptik (Spektrofotometri)
	24.000
	16.000
	40.000

	219
	Antituberkulosis (Spektrofotometri)
	24.000
	16.000
	40.000

	220
	Arsen/ As (Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	221
	Asetil Kholinesterase
	18.000
	12.000
	30.000

	222
	Diuretika (Spektrofotometri)
	24.000
	16.000
	40.000

	223
	Etanol (Spektrofotometri))
	18.000
	12.000
	30.000

	224
	Fenol (Spektrofotometri)
	18.000
	12.000
	30.000

	225
	Hipnotikum Frangulisis (KLT)
	36.000
	24.000
	60.000

	226
	Kadmium /Cd Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	227
	Karbon Monoksida (CO)
	12.000
	8.000
	20.000

	228
	Kardiovaskuler (Spektrofotometri)
	12.000
	8.000
	20.000

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARIF

	
	
	Jasa Sarana
	Jasa Medis
	Jumlah

	229
	Krom/Cr(Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	230
	Metil Alkohol (Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	231
	Narkotika (KLTI, Rapid Test, Elisa)
	36.000
	24.000
	60.000

	232
	Nitrat (NO 3-N)
	36.000
	24.000
	60.000

	233
	Nitrit (NO2-N)
	36.000
	24.000
	60.000

	234
	Obat Lain (KLTI Rapid Test,Elisa)
	36.000
	24.000
	60.000

	235
	Pestisida (KLTI)
	36.000
	24.000
	60.000

	236
	Raksa/Hg (Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	237
	Seng/Zn(Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	238
	Sianida (Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	239
	Stimulansia amfetamin (KLTI,Rapid Test,Elisa)
	36.000
	24.000
	60.000

	240
	Sulfida (Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	241
	Tembaga / Cu (Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	242
	Timah / Sn (Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	243
	Timbal / Pb (Spektrofotometri)
	36.000
	24.000
	60.000

	 
	Tinggi
	 
	 
	 

	 
	Khromatografi Gas
	 
	 
	 

	244
	Alkohol
	54.000
	36.000
	90.000

	245
	Analgetik Antipiretik
	54.000
	36.000
	90.000

	246
	Anti Malaria
	54.000
	36.000
	90.000

	247
	Antidepresi
	54.000
	36.000
	90.000

	248
	Antihistamin
	54.000
	36.000
	90.000

	249
	Antipilepsi
	54.000
	36.000
	90.000

	250
	Antipsikotropika
	54.000
	36.000
	90.000

	251
	Antireumatik
	54.000
	36.000
	90.000

	252
	Antiseptik
	54.000
	36.000
	90.000

	253
	Antituberkulosis
	54.000
	36.000
	90.000

	254
	Diuretika
	54.000
	36.000
	90.000

	255
	Hipnotikum Frangulisis
	72.000
	48.000
	120.000

	256
	Kardiovaskuler
	54.000
	36.000
	90.000

	257
	Narkotika
	72.000
	48.000
	120.000

	258
	Stimulansia,Amfetamir
	72.000
	48.000
	120.000

	 
	Pemeriksaan Udara Ambient/24 jam
	 
	 
	 

	259
	CO
	96.000
	64.000
	160.000

	260
	Hidrokarbon
	96.000
	64.000
	160.000

	261
	NMHC
	96.000
	64.000
	160.000

	262
	NO
	96.000
	64.000
	160.000

	263
	NO2
	96.000
	64.000
	160.000

	264
	NOX
	96.000
	64.000
	160.000

	265
	Pb (Timbal)
	96.000
	64.000
	160.000

	266
	Pm 10 (Debu)
	96.000
	64.000
	160.000

	267
	RH (Kelembaban)
	48.000
	32.000
	80.000

	268
	SO2
	96.000
	64.000
	160.000

	269
	Temperatur
	48.000
	32.000
	80.000

	270
	WDD (Arah Angin)
	48.000
	32.000
	80.000

	271
	WSD (Kecepatan Angin)
	48.000
	32.000
	80.000

	
	
	
	
	


B. Pelayanan Puskesmas Pasien Swasta
	1. RAWAT JALAN 

	NO
	URAIAN
	TARIF

	a.
	POLI GIGI
	 
	                   50.000

	b.
	POLI UMUM
	 
	                   40.000

	c.
	KIA/KB
	 
	 

	
	-
	 Pemeriksaan Ibu Hamil 
	                    15.000 

	
	-
	 Suntik 
	                  25.000 

	
	-
	 Pasang Implan  
	                315.000 

	
	-
	 Cabut Implan 
	                150.000 

	
	-
	 Pasang IUD 
	                500.000 

	
	-
	 Cabut IUD 
	                300.000 

	
	-
	 Pil 
	                    10.000 

	
	-
	 Kondom 
	                    10.000 

	d.
	Laboratorium
	 
	 

	
	-
	 DDR 
	                  15.000 

	
	-
	 RDT 
	                  25.000 

	
	-
	 BTA 
	                  35.000 

	
	-
	 HIV 
	                  35.000 

	NO
	URAIAN
	TARIF

	
	-
	 Kolestrol 
	                  35.000 

	
	-
	 Gula Daeah 
	                  25.000 

	
	-
	 Asam Urat 
	                  25.000 

	
	-
	 Gol. Darah 
	                  30.000 

	
	-
	 HB 
	                  20.000 

	
	-
	 Leukosit 
	                  20.000 

	
	-
	 Hbs Ag 
	                  35.000 

	
	-
	 Spilis 
	                  35.000 

	g.
	apotik
	 
	 

	
	-
	 racikan/R 
	                    5.000 

	
	-
	 Non Racikan / R 
	                    3.000 

	2. RUANG BERSALIN

	a. Persalinan Normal

	NO
	URAIAN
	SATUAN
	JUMLAH

	1
	Jasa Persalinan
	 
	                500.000 

	 
	Jasa Dokter
	 
	                100.000 

	 
	Perawatan Bayi
	 
	                100.000 

	 
	Perawatan Ibu / Jasa Bidan
	 1 x/ Petugas 
	                  50.000 

	 
	Obat Injeksi / Suntik
	 1 x 
	                  20.000 

	 
	Obat Oral
	 1 Paket 
	                  15.000 

	 
	Bahan Habis Pakai
	 1 Paket 
	                200.000 

	 
	Ruangan
	 1 Hari 
	                  20.000 

	 
	Kebersihan
	 1 Hari 
	                  20.000 

	a. Persalinan Pathologis

	NO
	URAIAN
	SATUAN
	JUMLAH

	1
	Jasa Persalinan
	 
	                600.000 

	
	Jasa Dokter
	 
	                200.000 

	
	Perawatan Bayi
	 
	                200.000 

	
	Perawatan Ibu / Jasa Bidan
	 1 x/ Petugas 
	                  50.000 

	
	Obat Injeksi / Suntik
	 1 x 
	                  20.000 

	
	Obat Oral
	 1 Paket 
	                  15.000 

	
	Bahan Habis Pakai
	 1 Paket 
	                100.000 

	
	Ruangan
	 1 Hari 
	                  20.000 

	
	Kebersihan
	 1 Hari 
	                  20.000 

	3. RAWAT INAP / IGD

	NO
	URAIAN
	SATUAN
	JUMLAH

	1.
	Oprasi Kecil
	 

	
	 
	 Hecting (1Jahitan L/D) 
	                  15.000 

	
	Obat-Obatan
	 
	 

	
	 
	 Cairan 
	                  15.000 

	
	 
	 Infus 
	                  15.000 

	
	 
	 Abocet 
	                  35.000 

	
	 
	 Obat Injeksi/R 
	                    5.000 

	
	 
	 Obat Orat /R 
	                    5.000 

	2.
	Tindakan Op Kecil
	 

	
	 
	 Jasa Dokter 
	                  50.000 

	
	 
	 Jasa Perawat 
	                  30.000 

	3.
	Aff Hecting
	 
	 

	
	 
	 Paket 
	                  30.000 

	4.
	Rawat Luka
	 
	 

	 
	 
	 Besar  
	                  20.000 

	 
	 
	 Sedang  
	                  15.000 

	 
	 
	 Kecil 
	                  10.000 

	5.
	Oksigen
	 
	 

	
	 
	 1 Liter 
	                  70.000 

	6.
	Tumor Jinak
	 
	 

	
	 
	 Lipoma 
	                250.000 

	
	 
	 Ganglion 
	                500.000 

	
	 
	 Abces 
	                100.000 

	7.
	Sunat
	 
	 

	
	 
	 1 Paket 
	            1.200.000 

	8.
	Kebersihan
	 
	                  30.000 

	9.
	Visum Jenasah
	 
	 

	 
	 
	 Jasa Dokter 
	                200.000 

	 
	 
	 Jasa Perawat 
	                100.000 

	 
	 
	 Bahan Habis Pakai 
	                200.000 

	10.
	Visum Hidup
	 
	 

	
	 
	 Jasa Dokter 
	                100.000 

	
	 
	 Jasa Perawat 
	                  50.000 

	
	 
	 Bahan Habis Pakai 
	                100.000 

	
	 
	 Obat - Obatan / R 
	                    5.000 

	11.
	Jasa Formalin
	 
	 

	 
	 
	 Pemasangan / Liter 
	                600.000 


	4. AMBULANCE

	NO
	URAIAN
	JUMLAH
	DRIVER
	PENGANTAR
	BBM

	1
	Rujukan Ke Kota/Manokwari
	    2.000.000 
	    300.000 
	600.000
	     1.100.000 

	2
	Antar Jenazah

	
	Jauh Di Wil PKM
	    300.000 
	    100.000 
	100.000
	      100.000 

	
	Dekat
	    150.000 
	      50.000 
	
	      100.000 

	
	Wil. Kota
	    700.000 
	    100.000 
	250.000
	      350.000 

	3
	Jemput Pasien
	    300.000 
	      50.000 
	50.000
	        200.000


II. Retribusi Pelayanan Kebersihan
	No
	Objek Retribusi
	Tarif Retribusi (Rp)

	1
	Rumah Tangga
	15.000/bulan

	
	
	

	2
	Bisnis
	

	
	- Kecil
	30.000/m3

	
	- Sedang
	40.000/m3

	
	- Besar
	50.000/m3

	
	
	

	3
	Fasilitas masyarakat milik
swasta
	

	
	- Kelas 1
	20.000/m3

	
	- Kelas 2
	50.000/m3

	
	- Kelas 3
	60.000/m3

	
	
	

	4
	Industri
	

	
	- Industri Kecil / Sedang
	50.000/m3

	
	- Industri Menengah / Besar
	60.000/m3

	
	Keterangan :
	

	
	Apabila Industri membuang langsung ke TPA menggunakan
armada sendiri
	

	
	- Industri Kecil / Sedang
	2.000/m3

	
	- Industri Menengah / Besar
	3.000/m3

	
	
	

	5
	Umum
	

	
	- Kelas 1
	50.000/m3

	
	- Kelas 2
	50.000/m3

	
	- Kelas 3
	60.000/m3

	
	
	

	6
	Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Kabupaten dan tidak mengganggu kegiatan/aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan
yang berlaku
	2.000/kegiatan/hari

	7
	Pedagang yang berada di kegiatan Event Pegunungan Arfak dan tidak mengganggu kegiatan / aktifitas Pemerintah
Daerah sesuai aturan yang berlaku
	3.000/kegiatan/hari

	8
	Penyedotan Kakus/Sedot WC
	

	
	- Dalam Kota
	200.000/kali

	
	- Luar Kota
	550.000/kali

	9
	Pengolahan limbah cair
	

	
	-limbah cair rumah tangga
	20.000/bulan

	
	-limbah cair perkantoran
	50.000/bulan

	
	- limbah cair industri
	100.000/m3

	Keterangan:
Rumah Tangga= Rumah warga yang menghasilkan sampah.
Bisnis = Rumah makan. hotel. toko. tempat hiburan. dan kegiatan lain yang bersifat komersil.
Fasilitas Milik Masyarakat = Sekolah Swasta. universitas/perguruan tinggi. rumah sakit swasta. yayasan dan lain-lain.
Industri = Kegiatan industri.
Umum = Perkantoran. perusahan umum (Perum). gedung kantor perwakilan negara asing. dll)


III. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
	No
	Kawasan Parkir
	Jenis Kendaraan
	Satuan
	Tarif (Rp)

	1
	Khusus
	Kendaraan bermotor roda dua
	Sekali parkir/masuk
	3.000,-

	2
	Khusus
	Kendaraan bermotor roda tiga
	Sekali parkir/masuk
	5.000,-

	3
	Khusus 
	Kendaraan bermotor roda empat
	
	

	
	
	Pick Up Double Cabin (Umum/Angkutan)
	Sekali parkir/masuk
	15.000,-

	
	
	Pick Up Double Cabin (Dinas)


	Sekali parkir/masuk
	10.000,-

	
	
	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenis ;


	Sekali parkir/masuk
	10.000,-

	4
	Khusus
	Kendaraan bermotor roda enam
	Sekali parkir/masuk
	20.000,-

	5
	Khusus
	Kendaraan bermotor lebih dari enam
	
	

	
	
	Angkutan khusus/kontainer, dan Dump Truck
	Sekali parkir
	50.000,-

	
	
	Alat berat
	Sekali parkir
	100.000,-


IV. Retribusi Pelayanan Pasar.
Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

	No.
	Uraian
	Tarif per hari

	1.
	Meja Pemda (sayur)
	Rp.  5.000

	2.
	Meja Pemda
	Rp.  5.000

	3.
	Kios, Kelontong dan Los
	Rp.  10.000 

	4.
	Warung Makan/Pedagang Makanan dan Minuman
	Rp.  10.000

	5.
	Pelataran Terbuka
	Rp.  2.000

	6.
	Pelataran Tertutup
	Rp.  5.000

	7.
	Emperan & Kios tempelan
	Rp.  5.000


a. Pedagang yang secara tidak tetap menggunakan ruang atau tempat tertentu di kompleks pasar, adalah :

	No.
	Uraian
	Tarif per hari

	1.
	Sayur
	Rp.  2.000

	2.
	Ikan
	Rp.  5.000

	3.
	Gerobak Dorong
	Rp.  5.000

	4.
	Pedagang Makanan & buah-buahan
	Rp.  5.000


b. Struktur besarnya tarif retribusi bulanan dikenakan dan ditetapkan sebagai berikut :

	No.
	Uraian
	Tarif per bulan

	1.
	Meja Pemda ukuran 1 x 1 m (sayur)
	Rp.150.000

	2.
	Meja Pemda ukuran 1 x1 m (ikan)
	Rp.150.000

	3.
	Meja Pemda ukuran 1 x 1 m (kelontong)
	Rp.150.000

	4.
	Meja Pemda ukuran 1 x 2 m
	Rp.300.000


c. Retribusi Pelayanan Pasar Hewan
	No
	Obyek Retribusi
	Tarif Retribusi
(Rp)
	Ket

	1
	Ternak Besar  (Sapi,Kerbau.) per ekor
	50.000
	Setiap berdagang

	2
	Ternak Kecil (Kambing, babi) per ekor
	40.000
	Setiap berdagang

	3
	Ternak Unggas (Ayam. bebek. angsa. burung. dll)

	
	1-10 ekor
	5.000
	Setiap berdagang

	
	11-20 ekor
	10.000
	Setiap berdagang

	
	21-30 ekor
	15.000
	Setiap berdagang

	
	Dan seterusnya setiap bertambah 10 ekor. tarif bertambah Rp
5.000.-


                                                                BUPATI PEGUNUNGAN ARFAK.
                                                                                               CAP/TTD
                                                                          YOSIAS SAROY 

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA
I. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir. Pertokoan. Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.
a. Struktur dan besarnya tarif harian:

	No.
	Uraian
	Tarif per hari

	1.
	Blok A Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.5.000,00

	2.
	Blok B I Ukuran 9 x 5 m
	Rp.5.000,00

	3.
	Blok B II Ukuran 9 x 5 m
	Rp.5.000,00

	4.
	Blok II Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.5.000,00 

	5.
	Blok C Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.5.000,00


b. Struktur dan besarnya tarif bulanan :

	No.
	Uraian
	Tarif per bulan

	1.
	Blok A Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.120.000,00

	2.
	Blok B I Ukuran 9 x 5 m
	Rp.150.000,00

	3.
	Blok B II Ukuran 9 x 5 m
	Rp.150.000,00

	4.
	Blok II Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.135.000,00 

	5.
	Blok C Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.135.000,00


c. Struktur dan besarnya tarif tahunan:

	No.
	Uraian
	Tarif per tahun

	1.
	Blok A Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.1.000.000,00

	2.
	Blok B I Ukuran 9 x 5 m
	Rp.1.000.000,00

	3.
	Blok B II Ukuran 9 x 5 m
	Rp.1.000.000,00

	4.
	Blok II Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.1.000.000,00 

	5.
	Blok C Ukuran 4,5 x 5 m
	Rp.1.000.000,00


II. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan. Ternak. Hasil Bumi. Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya; Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.
	No
	Uraian
	Klasifikasi
	Tarif (Rp)

	1
	Setiap pelayanan pelelangan di tempat pelelangan dikenakan retribusi.
	Penjualan di bawah Rp. 10.000.000
	25.000

	
	
	Penjualan RP 10 jt – Rp 100 jt
	100.000.

	
	
	Penjualan Rp.100 jt – Rp. 200 jt
	200.000

	
	
	Penjualan Rp.200 jt – Rp. 300 jt
	300.000

	
	
	Penjualan Rp.300 jt – Rp. 400 jt
	400.000

	
	
	Penjualan Rp.400 jt – Rp. 500 jt
	500.000

	
	
	Penjualan di atas Rp. 500 jt
	1.000.000


III. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
	JENIS TEMPAT PARKIR
	JENIS KENDARAAN BERMOTOR
	TARIF

	Pelataran/Lingkungan
	1. Bus, Truk
	Rp. 10.000/sekali Parkir

	
	2. Angkutan Khusus
	Rp. 10.000/sekali Parkir

	
	3. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya
	Rp. 5.000/sekali Parkir

	
	4. Sepeda Motor
	Rp. 3.000/sekali Parkir

	Taman
	1. Bus, Truk
	Rp. 10.000/2 Jam

	
	2. Angkutan Khusus
	Rp. 10.000/2 Jam

	
	3. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya
	Rp. 5.000/2 Jam

	
	4. Sepeda Motor
	Rp. 3.000/2 Jam

	Tempat Wisata
	1. Bus, Truk
	Rp. 10.000/2 Jam

	
	2. Angkutan Khusus
	Rp. 10.000/2 Jam

	
	3. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya
	Rp. 5.000/2 Jam

	
	4. Sepeda Motor
	Rp. 3.000/2 Jam

	Gedung
	1. Bus, Truk
	Rp. 10.000/2 Jam

	
	2. Angkutan Khusus
	Rp. 10.000/2 Jam

	
	3. Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up, dan Sejenisnya
	Rp. 5.000/2 Jam

	
	4. Sepeda Motor
	Rp. 3.000/2 Jam

	


IV. Struktur
dan
Besaran
Tarif
Penyediaan
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
	No
	Uraian
	Peruntukan
	Satuan
	Tarif (Rp)

	1.
	Sewa Wisma Daerah
	umum
	/hr/kamar
	300.000.-


V. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.
	No
	Jenis Pelayanan
	Tarif Pelayanan Perekor Ternak (Rp)

	
	
	Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau/Kuda)
	Ruminansia Kecil (Kambing, babi)

	1.
	Pemakaian tempat Pemotongan Hewan 
	100.000,-
	50.000,-

	2.
	Penyewaan Kandang Istirahat Perhari
	20.000,-
	10.000,-

	3.
	Sanitasi dan Penyediaan Air Baku
	5.000,-
	3.000,-

	4.
	Jasa Petugas Medik/Paramedik/Juru Periksa
	
	 

	 
	a. Pemeriksaan Ante Mortem (Kesehatan Hewan)                        
	
	 

	 
	1). Jantan
	20.000,-
	10.000,-

	 
	2). Betina (Pemeriksaan Kebuntingan)
	20.000,-
	10.000,-

	 
	b. Pemeriksaan Post Mortem (Karkas dan Jeroan)
	20.000,-
	10.000,-


VI. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi. Pariwisata. Dan Olahraga.
A. Tempat wisata
	No.
	Tempat Wisata
	Tarif Masuk

	1
	Daya Tarik danau anggi giji
	Karcis Hari biasa
	1. Anak-anak Rp. 10.000,-/Orang

2. Dewasa Rp.20.000,-/Orang

3. Kendaraan Roda 2 (Dua) Rp. 25.000,-

4. Kendaraan Roda 4 (Empat) Rp. 50.000.-

5. Kendaraan Roda 6 (Enam) Rp. 70.000.-

	
	
	Karcis Hari Libur/Minggu
	1. Anak-anak Rp. 15.000,-/Orang

2. Dewasa Rp.25.000,-/Orang

3. Kendaraan Roda 2 (Dua) Rp. 30.000,-

4. Kendaraan Roda 4 (Empat) Rp. 55.000.-

5. Kendaraan Roda 6 (Enam) Rp. 75.000.-

	
	
	Karcis Hari Raya Natal, Tahun Baru, dan Paskah
	1. Anak-anak Rp. 5.000,-/Orang

2. Dewasa Rp.10.000,-/Orang

3. Kendaraan Roda 2 (Dua) Rp. 20.000,-

4. Kendaraan Roda 4 (Empat) Rp. 40.000.-

5. Kendaraan Roda 6 (Enam) Rp. 70.000.-

	
	
	Tarif Rombongan (di berlakukan 10 (Sepuluh) orang atau lebih 
	1. Rombongan Rp. 100.000
2. rombongan pelajar Rp. 75.000


	2
	Daya Tarik danau anggi gida
	Karcis Hari biasa
	1. Anak-anak Rp. 10.000,-/Orang

2. Dewasa Rp.20.000,-/Orang

3. Kendaraan Roda 2 (Dua) Rp. 25.000,-

4. Kendaraan Roda 4 (Empat) Rp. 50.000.-

Kendaraan Roda 6 (Enam) Rp. 70.000.-

	
	
	Karcis Hari Libur/Minggu
	1. Anak-anak Rp. 15.000,-/Orang

2. Dewasa Rp.25.000,-/Orang

3. Kendaraan Roda 2 (Dua) Rp. 30.000,-

4. Kendaraan Roda 4 (Empat) Rp. 55.000.-

Kendaraan Roda 6 (Enam) Rp. 75.000.-

	
	
	Karcis Hari Raya Natal, Tahun Baru, dan Paskah
	1. Anak-anak Rp. 5.000,-/Orang

2. Dewasa Rp.10.000,-/Orang

3. Kendaraan Roda 2 (Dua) Rp. 20.000,-

4. Kendaraan Roda 4 (Empat) Rp. 40.000.-

Kendaraan Roda 6 (Enam) Rp. 70.000.-

	
	
	Tarif Rombongan (di berlakukan 10 (Sepuluh) orang atau lebih 
	1. Rombongan Rp. 100.000
2. rombongan pelajar Rp. 75.000


	3
	Rumah adat Arfak (Rumah kaki seribu)
	Hari Biasa
	1. Mengunjungi per-orang Rp.50.000.-

2. Menginap per-orang/Hari Rp. 100.000,-

	
	
	Hari Libur
	1. Mengunjungi per-orang Rp.100.000.-

2. Menginap per-orang/Hari Rp. 150.000,-

	
	
	Adanya Atraksi
	1. Atraksi Budaya beserta atribut dan busana daerah di dalam rumah adat kaki seribu

2. Per-pentas Rp. 1.000.000.-

3. Per orang Rp.50.000

4. Atraksi di alam bebas (tanah)

a. Per-pentas Rp. 1.000.000.-

b. Per orang Rp.50.000



	4
	Wisata alam 
	- Gunung maut
- Gunung Kobrey

- Gunung Menggesuk di distrik taige
- Gunung Micigeik di Didohu
	Rp.50.000/orang/satu kali masuk

	5
	Sarang burung pintar di Semua Distrik
	Lokasi di hungku
	Mulai pagi pukul 07:00 sampai sore pukul 16:00 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



	
	
	Lokasi di Mitiyeide
	Mulai pagi pukul 07:00 sampai sore pukul 16:00 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



	
	
	Lokasi di minyambouw
	Mulai pagi pukul 07:00 sampai sore pukul 16:00 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



	
	
	Lokasi di catubou 
	Mulai pagi pukul 07:00 sampai sore pukul 16:00 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



	
	
	Lokasi di testega
	Mulai pagi pukul 07:00 sampai sore pukul 16:00 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



	6
	Air Terjun yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak
	-Air terjun Inymup Coisi, Distrik Minyambouw;

- Air Tenjun Sisrang di kampung sisrang anggigida.

-Air terjun Nimbiyau, kampung Nimbiyau, distrik minyambouw

- Air terjun usir dan mengir di kampung koney dan membey distrik membey.

- Air terjun kali wai di kampung sibyongu distrik anggigida.
- Air terjun testega di kampung testega distrik testega.

- Air terjun diswira di kampung demoura.

- Air terjun duesisa kampung meksi distrik testega.

- Air terjun youa di kampung iba distrik testega

- Air terjun disti di kampung mofokeda distrik tertega.

- Air terjun kali misgisi kampung bouyuti distrik hingk.

- Air terjun ikimabou di kampung ikimabou distrik hingk

- Air terjun muwen distrik Hingk

- Air terjun kali kem 1 dan kem 2 kampung humeisi distrik hingk

- Air terjun kali amber distrik hingk

- Air terjun kali penibut kampung penibut distrik hingk.
- Air terjun ansui kampung iryo distrik catubou

- Air terjun kali tegau di kampung tigaucomti distrik hingk

- Air terjun cincu kampung kusmenau distrik didohu

- Air terjun kali cingga distrik taiga.

- Air terjun draga kampung sirgemei distrik didohu.

- Air terjun dingga di kampung miseda distrik didohu

- Air terjun snera di kampung sneremer distrik didohu.

- Air terjun cinggeijer di kampung tomsir distrik didohu.

-Air terjun gedeira distrik didohu
- Air terjun nsou di kampung ibongou distrik minyambou

- Air terjun kali sari di kampung genyu ditrik taige

- Air terjun kurai mer kampung imbeisba distrik membey.

- Air terjun kali wai kampung sakumi distrik anggigida.

- Air terjun kali nggema kampung sakumi ditrik anggigida.
	Rp.50.000/orang/satu kali masuk

	7
	Sumur Ajaib dan pasir putih tanjung broti
	
	Rp. 50.000,- per orang.



	8
	Wisata goa terdalam Lougb Mod
	
	Rp. 50.000,- per orang

	9
	Lumpur Es dan batu alam di kampung miseda distri didohu
	
	Rp. 50.000,- per orang

	10
	Karang berbentuk payudara Wanita di kampung duhaida meida di distrik didohu
	
	Rp. 50.000,- per orang

	11
	Wisata goa demih di distrik catubouw
	
	Rp. 50.000,- per orang

	12
	Wisata goa deisat di distrk catubouw
	
	Rp. 50.000,- per orang

	13
	Wisata goa cnogomes mod di kampung horeta distrik taige
	
	Rp. 50.000,- per orang

	14
	Sumur tua di distrik testega
	
	Rp. 50.000,- per orang

	15
	Wisata peninggalan misionaris
	Kediaman dan lapangan terbang (maf) di kampung sururey, distrik sururey
	Rp. 50.000,- per orang

	
	
	Kediaman misionaris di distrik minyambouw
	Rp. 50.000,- per orang

	
	
	Kediaman misionaris di k distrik minyambouw
	Rp. 50.000,- (lima puluh  ribu rupiah) per orang

	16
	Kebun bunga taman anggrek 
	Distrik Anggi, -- Distrik Sururey, Distrik Hingk, 
Distrik anggigida dan distrik lainnya
	Rp. 50.000,- per orang

	17
	Wisata pasir putih di kampung dugani distrik sururey
	
	Rp. 50.000,-per orang

	18
	Wisata puncak tombrok distrik anggigida
	
	Rp. 50.000,- per orang

	19
	Wisata muara merek di kampung sisrang distrik anggigida
	
	Rp. 50.000,- per orang

	20
	Wisata perahu dayung (kano)
	
	Rp. 50.000,- per orang

	21
	Wisata satwa cendrawasih hitam ekor Panjang dan pendek
	Di Kabupaten Pegunungan Arfak
	Rp. 50.000,- per orang

	22
	Wisata kebun kupu-kupu
	Di Kabupaten Pegunungan Arfak
	Rp. 50.000,- per orang

	23
	Wisata Arum Jeram
	Di Kabupaten Pegunungan Arfak
	Rp. 50.000,- per orang

	24
	Wisata flora dan fauna endemik
	Di Kabupaten Pegunungan Arfak
	Rp. 50.000,- per orang

	25
	Wisata kali konsyeda kampung meksi distrik testega
	
	Rp. 50.000,- per orang

	26
	Wisata goa berbentuk payudara kali kwok di kampung kwok distrik hingk
	
	Rp. 50.000,- per orang

	27
	Wisata goa muara kwok kampung kwok distrik hingk
	
	Rp. 50.000,- per orang

	28
	Wisata goa
	- Goa tembrapi kampung penibut distrik hingk
- Goa kamrau di distrik hingk

- Goa nnam di kmapung mbenti distrik minyambou

- Goa tumcuti di kampung demaisi distrik minyambou.

- Goa kali kurai  mer kampung imbeisba distrik membey

- wisata goa inyai mogurey dan goa iya goji kampung sisrang distrik anggigida
	Rp. 50.000,- per orang

	29
	Wisata belanga kampung ikimabou distrik Hingk
	
	Rp. 50.000,- per orang

	30
	Wisata sunrise dan sunset di puncak teletubies 
	
	Rp. 50.000,- per orang

	31
	Wisata tanah hitam mbenti kampung smerbey distrik minyambou
	
	Rp. 50.000,- per orang

	32
	Wisata kuskus, burung pintar, cendrawasih hitam, burung knang di kampung mitiede, distrik minyambou
	
	Rp. 50.000,- per orang

	33
	Wisata pohon piang raksasa 
	- Minyambou

- Hingk

- Membey.

- Anggigida

- Didohu

- Catubou

- Testega
	Rp. 50.000,- per orang


B. Tempat Olahraga

	No
	Tempat Olahraga
	Tarif

	1
	Tempat Olahraga
	Turnamen
	1. Tingkat Nasional Rp.5.000.000.-/hari

2. Tingkat Provinsi Rp. 3.500.000,-/hari

3. Tingkat Kabupaten Rp.2.000.000.-/hari

	
	
	Latihan
	Rp. 500.000/hari

	
	
	Even komersial
	Rp. 10.000.000/hari


VII.  Struktur dan Besaran Tarif pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakankendaraan di Air dan Air Danau.
	No
	Objek Retribusi
	Tarif
	

	1
	Pelayanan penyebrangan seputar danau anggi giji (Laki-laki)

	Hari Biasa
	Rp. 20.000/Orang

	
	
	Hali Libur
	Rp 40.000/orang

	2
	Pelayanan penyebrangan seputar danau anggi gida


	Hari Biasa
	Rp. 20.000/Orang

	
	
	Hali Libur
	Rp 40.000/orang


VIII. Struktur dan Besaran Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
	No
	Objek Retribusi
	Tarif

	1
	Hasil Produksi Peternakan

(Sapi, Babi dan hasil peternakan lainnya)
	Sapi
	

	
	
	1. Anakan/bibit 

(Usia 6-12 Bulan)
	Rp. 3.000.000/ekor

	
	
	2. Indukan
	

	
	
	·  Jantan.
	Rp. 15.000.000,-/ekor

	
	
	· Betina
	Rp. 10.000.000,-/ekor

	
	
	Babi
	

	
	
	1. Anakan/Bibit (Usia 2 Bulan)
	Rp.2.000.000,-/ekor

	
	
	2. Indukan (usia 6-12 bulan)
	Rp. 10.000.000,-/ekor

	2
	Hasil Produksi Pertanian

(sayuran wortel, kol, kentang, sawi, daun bawang, bawang merah, labu siam, tomat dan sayuran lainnya)
	Bibit Sayuran
	

	
	
	1. wortel
	Rp.  50.000 /Kg

	
	
	2. Kol
	Rp.   50.000 /Kg

	
	
	3. Kentang
	Rp.   50.000 /Kg

	
	
	4. Sawi 
	Rp.    50.000 /Kg

	
	
	sayuran
	

	
	
	1. wortel
	Rp. 20.000/Kg

	
	
	2. Kol
	Rp.  15.000/Kg

	
	
	3. Kentang
	Rp. 25.000 /Kg

	
	
	4. Sawi 
	Rp.  23.000/Kg

	
	
	5. Daun bawang
	Rp.   25.000  /Kg

	
	
	6. Bawang Merah
	Rp.   50.000 /Kg

	
	
	7. Labu Siam
	Rp.  10.000 /Kg

	
	
	8. Tomat
	Rp.   15.000 /Kg

	3
	Hasil Produksi Perikanan

(ikan Nila/mujair, ikan mas, ikan lele dan ikan laiinya)
	Ikan Nila/Mujair
	

	
	
	1. Bibit 
	Rp. 300.-/ekor

	
	
	2. Untuk Konsumsi
	Rp. 70.000.-/kg

	
	
	Ikan Mas
	

	
	
	1. Bibit
	Rp. 250,-/ekor

	
	
	2. Untuk Konsumsi
	Rp. 45.000.-/kg

	
	
	Ikan Lele
	

	
	
	1. Bibit
	Rp. 500.-/ekor

	
	
	2. Untuk Konsumsi
	Rp. 50.000/kg

	4
	Hasil Produksi Perkebunan

(kopi dan hasil kebun lainnya)
	Kopi
	

	
	
	1. Bibit 
	Rp. 50.000/pohon

	
	
	2. Biji Kopi
	Rp.150.000/kg

	5
	Hasil Produksi Hutan
	Kayu Akwei, buah merah dan lainnya.
	

	
	
	1. Bibit
	Rp. 50.000/pohon

	6
	Hasil Produksi Tanaman Hias
	Anggrek dan tanaman hias lainnya
	

	
	
	1. Bibit
	Rp. 50.000/pohon

	
	
	2. Tanaman Jadi
	Rp. 150.000/pohon


IX. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
	No
	Objek Retribusi
	Peruntukan/Lokasi
	Satuan
	Tarif

	1
	Bangunan/Gedung
	
	
	

	
	· Aula 
	Umum
	Per 8 Jam
	Rp.5.000.000.-/Hari

	
	
	Instansi
	Per 8 Jam
	

	2
	Tanah Milik Pemda 
	
	
	

	
	a. Dalam Ibu Kota Kabupaten
	
	
	

	
	· Untuk kios/warung dan sejenisnya
	Berdagang/Berjualan
	/ m²
	Rp.15.000/bulan

	
	· Untuk bercoccok tanam
	
	/ m²
	Rp.7.000/Tahun

	
	· Untuk Bangunan Rumah semi permanen
	
	/ m²
	Rp. 30.000/Tahun

	
	· Untuk pemancangan/pemasangan tiang reklame
	
	/ m²
	Rp.400.000/tahun

	
	· Tanah untuk ATM
	
	/ m²
	Rp.8.000.000/tahun

	
	· Tanah untuk kios di lingkungan pasar
	
	/ m²
	Rp.15.000.-/bulan

	
	b. Diluar Ibu Kota Kabupaten
	
	
	

	
	· Untuk kios/warung dan sejenisnya
	Berdagang/Berjualan
	/ m²
	Rp.10.000/bulan

	
	· Untuk bercoccok tanam
	
	/ m²
	Rp.5.000/Tahun

	
	· Untuk Bangunan Rumah semi permanen
	
	/ m²
	Rp. 25.000/Tahun

	
	· Untuk pemancangan/pemasangan tiang reklame
	
	/ m²
	Rp.300.000/tahun

	
	· Tanah untuk ATM
	
	/ m²
	Rp.5.000.000/tahun

	
	· Tanah untuk kios di lingkungan pasar
	
	/ m²
	Rp.10.000.-/bulan

	3
	Peralatan milik Pemda
	
	
	

	
	· Retribusi Pemakaian Soundsystem Panggung Terbuka
	
	
	Rp. 1.000.000.-/kegiatan/hari

	
	· Retribusi Pemakaian Organ Tunggal (Elekton)
	
	
	Rp.700.000.-/kegiatan/hari

	
	· Retribusi Pemakaian Sound System Lapangan (Toa)
	
	
	Rp.700.000.-/kegiatan/hari

	
	· Retribusi Pemakaian Soundsystem Dalam Ruangan
	
	
	Rp.200.000.-/kegiatan/hari

	
	· Retribusi Pemakaian Mobil Unit
	
	
	

	
	a. Dalam kota
	
	
	Rp.2.000.000.-/hari

	
	b. Luar kota
	
	
	Rp.4.000.000.-/hari

	
	· Retribusi Media Tiang Spanduk/Baliho
	
	/ m²
	Rp.25.000.-/bulan


	NO
	NAMA ALAT
	POLAT TARIF

	Kalibrasi

	1
	Flow Meter/Regulator Oksigen
	192.000 

	2
	Micropipet Fix
	288.000 

	3
	Micropipet Variabel
	384.000 

	4
	Parameter Tester
	620.000 

	5
	Tachometer
	384.000 

	6
	Thermometer Digital
	168.000 

	7
	Timbangan Bayi
	180.000 

	8
	Vaporizer (tanpa gas anesthesi)
	396.000 

	9
	Vaporizer dengan gas Desflurane
	2.076.000 

	10
	Vaporizer dengan gas Halothane
	2.076.000 

	11
	Vaporizer dengan gas Isoflurance
	2.076.000 

	12
	Vaporizer dengan gas Sevoflurance
	2.076.000 

	13
	Suction Wallper / Suction Dinding
	96.000 

	14
	Analytical Balance
	180.000 

	15
	Digital Pressure Meter
	744.000 

	16
	Thermometer Gelas
	408.000 

	17
	Thermometer Klinik
	216.000 

	18
	Thermometer Ruang
	276.000 

	Pengujian

	19
	Chamber Audiometer/ Ruang Kedap Suara Audiometer
	144.000 

	20
	Head Lamp
	144.000 

	21
	Magnetic Resonance Imaging (MRI)
	2.232.000 

	22
	Grounding/Pentanahan
	348.000 

	23
	Pengujian Thermo Luminisence Dosimeter (TLD)
	150.000 

	24
	Film Badge dan Analisisnya
	50.000 

	25
	Photo Therapy Unit/Blue Light
	204.000 

	26
	Portable Concentrator Oksigen
	288.000 

	27
	Ultra Violet Lamp (UV Lamp)
	156.000 

	NO
	NAMA ALAT
	POLAT TARIF

	28
	Ultra Violet Sterilizer
	180.000 

	29
	Lampu Operasi
	192.000 

	30
	Light Source
	192.000 

	31
	Medical Air
	1.980.000 

	32
	N2O (Nitrogen)
	780.000 

	33
	Nebulizer
	228.000 

	34
	O2 (Oksigen)
	792.000 

	35
	Suction Gas Medis
	720.000 

	Inspeksi

	36
	Instalasi Sentral Gas Medis
	2.300.000 

	37
	Instalasi Listrik Medis
	1.100.000 

	Pengujian dan Kalibrasi

	38
	Audiometer
	396.000 

	39
	Autoclave
	312.000 

	40
	Bed Side Monitor/Pasien Monitor
	588.000 

	41
	Blood Bank
	252.000 

	42
	Blood Pressure monitor (BPM)
	162.000 

	43
	Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)
	252.000 

	44
	Blood Solution Warmer
	216.000 

	45
	Blood Warmer
	216.000 

	46
	Cardiotograph (CTG)
	168.000 

	47
	Centrifuge
	240.000 

	48
	Centrifuge Refrigerator
	420.000 

	49
	Deep Freezer
	384.000 

	50
	Defibrilator / DC Shock
	156.000 

	51
	Defibrilator with ECG (Electrocardiograph)
	300.000 

	52
	Defibrilator Monitor
	300.000 

	53
	Dental Unit
	168.000 

	54
	ECG (Electrocardiograph) Monitor
	168.000 

	55
	Echo Cardiograph
	288.000 

	56
	Electro Cardiograph
	180.000 

	57
	Electro Stimulator / EST
	288.000 

	58
	Electro Convulsion Therapy (ECT) *
	288.000 

	59
	Elektro Enchepalograph (EEG)
	420.000 

	60
	Elektro Myograph (EMG) *
	258.000 

	61
	Elektro Surgery Unit (ESU) / Couter
	348.000 

	62
	ENT Treatment (Ear Nose Trouth) *
	156.000 

	63
	Fetal Detector / Doppler (dilengkapi Display)
	156.000 

	NO
	NAMA ALAT
	POLAT TARIF

	64
	Freezer Laboratorium
	396.000 

	65
	Hearth Rate Monitor
	300.000 

	66
	Infant Warmer
	240.000 

	67
	Infusion Pump
	288.000 

	68
	Inkubator Perawatan
	324.000 

	69
	Laboratorium Incubator
	252.000 

	70
	Laboratorium Refrigator
	252.000 

	71
	Laboratorium Rotator
	144.000 

	72
	Mesin Anesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator
	228.000 

	73
	Oven
	396.000 

	74
	Paraffin Bath
	252.000 

	75
	Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)
	180.000 

	76
	Short Wave Diathermy
	312.000 

	77
	Micro Wave Diathermy
	312.000 

	78
	Sphygmomanometer / Tensimeter
	84.000 

	79
	Spirometer
	156.000 

	80
	Sterilisator Kering
	204.000 

	81
	Sterilisator Basah
	204.000 

	82
	Stirrer
	156.000 

	83
	Suction Pump / Alat Hisap Medik
	144.000 

	84
	Syringe Pump
	288.000 

	85
	Tabung Oksigen
	228.000 

	86
	Traksi
	168.000 

	87
	Treadmill
	168.000 

	88
	Treadmill with ECG (electrocardiograph) / Cardiac Stress Test
	250.000 

	89
	Ultra Sonograph (USG)
	300.000 

	90
	Ultra Sound Theraphy (UST)
	216.000 

	91
	Vacuum Extractor
	168.000 

	92
	Ventilator
	396.000 

	93
	Countinous Positive Airways Presure (CPAP)
	396.000 

	94
	Ventilator Anesthesi
	396.000 

	95
	Respirator Rate
	396.000 

	96
	Water Bath
	216.000 

	97
	CT-Scan
	1.044.000 

	98
	Dental X-Ray
	950.000 

	99
	Dental X-Ray Panoramic
	600.000 

	100
	Dental X-Ray Panoramic with chepalometric
	700.000 

	101
	General Purpose X-Ray dengan AEC
	1.440.000 

	102
	General Purpose X-Ray
	1.032.000 

	103
	Mobile C-Arm X-Ray
	1.008.000 

	104
	Mobile Unit X-Ray
	876.000 

	105
	X-ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/F)
	1.116.000 

	106
	X-Ray Mamography
	912.000 
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LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung:
	No.
	JENIS 

PRASARANA
	BANGUNAN
	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)
	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	PEMBANGUNAN BARU
	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG
	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG

	1
	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman
	Pagar
	Rp10.000,-/m
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Tanggul/ retaining wall
	Rp5.000,-/m
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Turap batas kaveling/persil
	Rp2.500,-/m
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	2
	Konstruksi penanda masuk lokasi
	Gapura
	Rp125.000,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Gerbang
	Rp12.500,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	3
	Konstruksi perkerasan
	Jalan
	Rp2.250,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Lapangan upacara
	Rp1.500,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Lapangan olahraga terbuka
	Rp1.500,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	4
	Konstruksi perkerasan aspal, beton
	 
	Rp1.500,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	5
	Konstruksi perkerasan grassblock
	 
	Rp750,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	6
	Konstruksi penghubung
	Jembatan
	Rp140.000,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Box culvert
	Rp50.000,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	7
	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)
	 
	Rp25.000,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	8
	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)
	 
	Rp75.000,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	9
	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass
	 
	Rp140.000,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	10
	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah
	Kolam renang
	Rp42.500,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah
	Rp37.500/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	11
	Konstruksi septic tank, sumur resapan
	 
	Rp10.000,-/m 2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	12
	Konstruksi menara
	Menara reservoir
	Rp500.000,-/5m2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Cerobong
	Rp300.000,-/5m2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	13
	Konstruksi menara air
	 
	Rp50.000,-/5m2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	14
	Konstruksi monumen
	Tugu
	Rp1.250.000,-/Unit
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Patung
	Rp1.250.000,-/Unit
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Di dalam persil
	Rp1.250.000,-/Unit
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Di luar persil
	Rp1.250.000,-/Unit
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	15
	Konstruksi instalasi/gardu listrik
	Instalasi listrik
	Rp500.000,-/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,-/m2)
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Instalasi telepon/komunikasi
	Rp500.000,-/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000,-/m2)
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Instalasi pengolahan
	Rp250.000,-/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp50.000,-/m2)
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	16
	Konstruksi reklame/papan nama
	Billboard papan iklan
	Rp1.000.000,-/Unit Luasan konstruksi

reklame maksimum 12m2. Apabila lebih dari

12m2 dikenakan biaya tambahan Rp250.000 per m2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)
	Rp250.000,-/Unit Luasan konstruksi

reklame maksimum 6m2. Apabila lebih dari

6m2 dikenakan biaya tambahan Rp100.000 per m2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	17
	Fondasi mesin (diluar bangunan)
	 
	Rp250.000,-/Unit mesin 

Luasan konstruksi

pondasi mesin maksimum 10m2. Apabila lebih dari

10m2 dikenakan biaya tambahan Rp25.000 per m2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	18
	Konstruksi menara televisi
	 
	Rp2.500.000,-/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	19
	Konstruksi antena radio
	 
	 
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:
	Ketinggian 25-50 m
	Rp1.000.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Ketinggian 51-75 m
	Rp1.125.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Ketinggian 76-100 m
	Rp1.250.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	Ketinggian 101-125 m
	Rp1.375.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	Ketinggian 126-150 m
	Rp1.500.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	Ketinggian diatas 150 m
	Rp1.625.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:
	Ketinggian 0-50 m
	Rp750.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	Ketinggian 51-75 m
	Rp875.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	Ketinggian 76-100 m
	Rp1.000.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	Ketinggian diatas 100 m
	Rp1.125.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	20
	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)
	Menara bersama

 

	
	
	a) Ketinggian kurang dari 25 m
	Rp2.000.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	b) Ketinggian 25-50 m
	Rp2.200.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	c) Ketinggian diatas 50 m
	Rp2.400.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	Menara mandiri

 

	
	
	a) Ketinggian kurang dari 25 m
	Rp1.750.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	b) Ketinggian 25-50 m
	Rp1.875.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	
	
	c) Ketinggian diatas 50 m
	Rp2.000.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	21
	Tangki tanam bahan bakar
	 
	Rp1.500.000,-/unit
	1
	0,65 x50% = 0,325

	22
	Pekerjaan drainase (dalam persil)
	1) Saluran
	Rp2.500,-/m
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	
	
	2) Kolam tampung
	Rp2.500,-/m2
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225

	23
	Konstruksi penyimpanan/ silo
	 
	Rp7.500,-/m3
	1
	0,65 x50% = 0,325
	0,45 x50% = 0,225
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